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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan 

terjadi di beberapa wilayah Indonesia antara lain di Kota Singkawang, 

Kalimantan Barat dan Cimahi, Jawa Barat. Fenomena ini diketahui 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tuti selaku Direktur LBH APIK 

Kalimantan Barat, Bapak Buyung selaku Pengacara di Kota Singkawang dan 

Bapak Caesar selaku Penyidik Imigrasi Kota Bandung. Melalui wawancara 

juga diketahui bahwa pengantin pesanan dapat menjadi modus dalam dugaan 

tindak pidana perdagangan orang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang di dalam pengantin 

pesanan yang terpenuhi yakni: 

a. Perekrutan, di mana terdapat keterlibatan para perekrut lapangan untuk 

mencari dan memperkenalkan perempuan kepada laki-laki Asing untuk 

dinikahi dan kemudian dibawa ke negara lelaki. 

b. Penipuan dan tipu daya muslihat, digunakan dengan memperkenalkan 

calon suami sebagai orang kaya dan membujuk para korban untuk 

menikah dengan iming-iming akan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya 

dan keluarganya. Keluarga para korban pun juga diberi sejumlah uang. 

c. Pemalsuan dokumen perkawinan khususnya pada kasus dua korban yang 

masih berusia anak di bawah umur pada kasus perkawinan pesanan. 

Pemalsuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa perekrut mengubah 

nama dan umur sang wanita yang akan dinikahkan. 

d. Tujuan, dalam kasus perkawinan pesanan ini adalah untuk dieksploitasi. 

Sesampainya di tempat asal suami, mereka diharuskan untuk bekerja. 
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Seluruh gaji dan hasil penjualan dikuasai oleh suami apabila korban ingin 

kembali ke Indonesia, para korban diancam harus mengganti kerugian 

yang sudah dikeluarkan oleh keluarga suami. Mereka juga kerap dianiaya 

oleh suami. Tidak hanya suami yang mengeksploitasi para korban, 

eksploitasi juga dilakukan oleh sindikat perekrut yang terorganisir dengan 

mengambil keuntungan ratusan juta rupiah dari perkawinan pesanan ini. 

 

2. Hambatan dalam penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

PTPPO) dikaitkan dengan fenomena modus pengantin pesanan yang terjadi di 

Indonesia antara lain karena: 

- terkendala yurisdiksi antarwilayah negara (untuk pengantin pesanan lintas 

negara); 

- terkendala pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih 

digunakan oleh aparat penegak hukum;  

- koordinasi belum efektif di antara aparat penegak hukum yang 

menyulitkan penyelidikan, penuntutan, dan penangkapan pelaku 

perdagangan manusia;  

- pihak aparat penegak hukum masih belum beradaptasi mengenai pengantin 

pesanan sebagai modus dalam perdagangan orang (UU PTPPO), sehingga 

beberapa apparat penegak hukum masih menggunakan peraturan 

perundang-undangan (hukum) yang lebih lazim dalam praktik untuk 

menuntut pelaku perdagangan manusia; 

- keluarga korban menerima sejumlah pembayaran dari pelaku perdagangan 

manusia, sehingga keluarga korban memafkan dan menghentikan proses 

hukum acara pidana. 

 

5.2 Saran 
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Agar modus pengantin pesanan dapat menjadi bagian dari tindak pidana 

perdagangan orang dan tidak menjadi dugaan saja, maka disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan perbarengan tindak pidana (concurcus) dalam proses 

Hukum Acara Pidana apabila terdapat lebih dari satu ketentuan atau 

tindak pidana yang terjadi dalam kasus dengan dugaan tindak pidana 

perdagangan orang. 

2. Adanya sosialisasi dan diskusi secara berkala di antara para penegak 

hukum atas unsur-unsur yuridis di UU PTTPO serta beragam modus 

(termasuk pengantin pesanan) yang digunakan para oknum pelaku 

perdagangan orang lintas negara. 

3. Meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum dengan 

masyarakat sekitar untuk mengawasi terjadinya peristiwa perkawinan 

mencurigakan yang cenderung ke arah pengantin pesanan. 

4. Membangun kesadaran waspada di kalangan masyarakat luas atas 

ajakan- ajakan bersifat ekonomis dengan perkawinan di luar negeri 

yang berujung pada perdagangan manusia. 

5. Memperluas kerjasama Indonesia di antara wilayah dalam negeri dan 

luar negeri mengenai yurisdiksi tindak pidana perdagangan orang.  
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